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ABSTRAK 

MUH. KURNIAWAN HASYIM (B011181449). Tinjauan Hukum Islam 
Pemenuhan Nafkah Hadhanah Anak Sesudah Perceraian (Studi 
Putusan Nomor 893/Pdt.G/2020/Pa.Mks). Dibimbing oleh Achmad dan 
Ismail Alrip  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum 
Islam terhadap kedudukan orang tua yang telah bercerai dalam pemenuhan 
nafkah Hadhanah Anak dan Untuk menganalisis kesesuaian antara 
pertimbangan Hakim dan ketentua Hukum Islam dalam memutuskan 
Pemenuhan Nafkah Hadhanah Anak. 
 
Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Pendekatan yang 
digunakan ada dua yaitu pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual, sumber data atau bahan hukum yang digunakan 
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier, bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan 
bersifat deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
konseptual, dan pendekatan kasus. 
 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan orang tua yang telah 
bercerai dalam pemenuhan nafkah hadhanah anak masih memegang 
prinsip-prinsip yang serupa dengan orang tua yang masih menikah. 
Meskipun orang tua telah bercerai, kewajiban untuk menyediakan nafkah 
bagi anak tetap berlaku bagi kedua belah pihak terutama bagi ayah sebagai 
kepala keluarga; (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan 
Pengadilan Agama Makassar telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam hal ini Hakim tidak 
mempertimbangkan ketentuan Hukum Pasal 156 huruf (d) Kompilasi 
Hukum Islam, serta pendapat ulama Malikiyyah yang berpendapat bahwa 
nafkah anak tetap dibebankan kepada ayah walaupan kedua orang tua 
telah bercerai. 
 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: Anak, Nafkah Hadhanah, Perceraian 
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ABSTRACT 
 

MUH. KURNIAWAN HASYIM (B011181449). Review Of Islamic Law On 
Fulfilling Children's Hadhanah After Divorce (Study Decision Number 
893/Pdt.G/2020/Pa/Mks). Supervised by Achmad and Ismail Alrip  
  
This research aims to find out how Islamic law views the position of divorced 
parents in the fulfillment of child support and to analyze the compatibility 
between the judge's judgment and the principles of Islamic law in deciding 
the fulfillment of child support. 
  
This type of research is normative legal research. There are two approaches 
used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The 
data sources or legal materials used consist of primary legal materials, 
secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal materials 
are then analyzed in detail. qualitative and descriptive in nature through a 
statutory approach, conceptual approach and case approach. 
  
The research results show that (1) The position of parents who have 
divorced in fulfilling their children's hadhanah support still adheres to similar 
principles to parents who are still married. Even though the parents have 
divorced, the obligation to provide support for the children still applies to 
both parties, especially to the father as head of the family; (2) The Judge's 
legal considerations in the Decision of the Makassar Religious Court are in 
accordance with Article 41 letter (b) of Law Number 1 of 1974. However, in 
this case the Judge does not take into account the legal provisions of Article 
156 letter (d) of the Compilation of Islamic Law, as well as the opinions of 
ulama. Malikiyyah believes that child support is still borne by the father even 
though the parents are divorced. 
  

 

 

  

Keywords: Children, Divorce, Living Hadhanah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan makhluk paling sempurna 

diantar makhluk lainnya, makhluk itu adalah manusia karena mempunyai 

emosi, akal serta hawa naffsu. Melalui akal, seorang manusia bisa 

mengetahui mana baik mana yang jahat, dan melalui emosi serta 

keinginannya, manusia mempunyai perasaan cinta dan kasih sayang 

terhadap orang lain, Allah Subhanahu Wa Ta’ala membuat umatnya saling 

berpsang-pasangan antara laki-lki dan perepuan. Perasaan cinta dan 

sayang inilah yang mereka ungkapkan dalam ikatan suci perkawinan, sah 

menurut hukum yang berlaku dan hukum Islam. 

Perkawinan memiliki asal dari kata “kawin”  dalam KBBI yang berarti 

membuat keluarga antara lawan jenis, mempunyai suami/istri.1 Pengetian 

dari perkawnan diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan selanjutnya disebut UUP yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dalam Intruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya 

disebut KHI termuat dalam Pasal 2 yakni “Perkawinan menurut Hukum 

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan 

 
1 WJS Poerwadarminta, 2008, Kamus Besar Bahasa lndonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta. hIm. 187. 
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ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah”. Penyelenggaraan dari perkawinan berdasarkan dua prinsip dasar 

diatas harus dilaksanakan dengan hukum yang sesuai petunjuk 

kepercayaan masing-masing. Pernikahan dilangsungkan dengan tujuan 

mempertemukan dua orang sepasang kekasih sehingga tercipta keluarga  

sakinah, mawaddah dan warahmah. 

Dasar hukum dari Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebenarnya aturan dalam Undang-

Undang Perkawinan tidaklah jauh berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam 

karena merupakan pembaruan hukum yang secara khusus untuk umat 

muslim sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia. Keduanya saling 

melengkapi untuk dijadikan dasar dan pedoman yang mengatur bagaimana 

pelaksanaan dan tata cara membangun suatu kehidupan sesuai dengan 

tuntunan agama yang seharusnya dan terlaksananya tujuan dari 

perkawinan tersebut yakni menjadi keluarga yang bahagia dan juga kekal. 

Pernikahan tentu mengharapkan hidup yang bahagia dan kekal 

bersama sampai maut akhirnya tiba. Tapi,  tidak bisa dipungkiri juga bahwa 

pada proses mengakhiri sebuah pernikahan dan setelah menikah akan 

muncul permasalahan dan kejadian yang sebagian keluarga dapat 

mengatasinya namun sebagian lagi menganggap  mengakhiri ikatan Ilahi 

adalah jalan terbaik yang mereka pilih. Islam menganggap pernikahan 

sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang 
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didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan saling memenuhi hak-hak 

masing-masing. Namun, dalam beberapa situasi, pernikahan dapat 

berakhir dengan perceraian. 

Perceraian merupakan peristiwa yang kompleks dan sulit bagi pasangan 

yang telah menikah. "Perceraian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah tindakan atau proses hukum untuk mengakhiri hubungan 

pernikahan antara suami dan istri.2 Mengenai alasan-alasan yang dapat 

dijadikan dasar perceraian bisa dilihat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) 

UUP jo Pasal 116 KHI. Jadi, dasar hukum dari cerai mati dan cerai hidup 

sebenarnya diatur dalam UUP maupun KHI, yaitu mengenai putusnya 

perkawinan. 

Perceraian bukanlah solusi yang diinginkan dalam ajaran Agama 

Islam, namun diizinkan sebagai langkah terakhir jika tidak ada jalan lain 

untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Setelah perceraian, 

penting bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kepentingan 

anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Salah satu aspek yang 

perlu diperhatikan adalah pemenuhan nafkah hadhanah anak. 

Salah satu masalah yang sering muncul setelah terjadinya perceraian 

adalah pemenuhan nafkah hadhanah anak, yaitu kewajiban orang tua untuk 

memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya yang 

mencangkup ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi 

 
2 Ibid. 
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kebutuhan pokoknya.3 Dalam diri seorang anak melekat martabat dan 

harga dirinya sebagai manusia seutuhnya. Seorang anak memiliki potensi 

untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi 

penjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara.4 Pemenuhan 

nafkah hadhanah anak menjadi penting karena menyangkut kepentingan 

dan hak-hak anak dalam Islam. Dasar hukum dari nafkah hadhanah 

terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70 serta dalam praktiknya 

nafkah hadhanah di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam 

yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, serta fatwa-fatwa ulama yang 

diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut MUI. 

Sebelum perceraian, tanggung jawab utama pemenuhan nafkah 

hadhanah anak biasanya ditanggung oleh suami sebagai kepala keluarga. 

Pada umumnya, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada 

anak-anaknya, termasuk kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, 

dan kesehatan. Pemenuhan nafkah ini dianggap sebagai hak mutlak anak 

yang harus dipenuhi oleh orang tua mereka. 

Namun, setelah perceraian maka kewajiban pemenuhan nafkah 

hadhanah anak masih berlaku, namun dapat mengalami perubahan. Dalam 

beberapa kasus, jika hak asuh anak diberikan kepada ibu, maka kewajiban 

suami sebagai ayah tetap ada, tetapi dengan cara yang berbeda. Suami 

tetap diwajibkan memberikan nafkah kepada anak melalui ibu sebagai 

 
3 Elimartati dan Firdaus, 2018, Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama, Jurnal 
Ilmiah Syari’ah, IAIN Batusangkar, Volume 17 Nomor 2, hlm. 234. 
4 Meilan Lestari, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Perundangan-
undangan, Volume 1 No. 2, Tahun 2008, UIR, Riau, 2008, hlm. 185. 
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pemegang hak asuh. Suami harus membayar jumlah nafkah yang sesuai 

dengan kemampuannya. 

Sebagaimana yang termuat dalam beberapa kasus, terutama jika hak 

asuh anak diberikan kepada ayah, kewajiban ibu untuk memberikan nafkah 

hadhanah anak juga ada. Dalam situasi ini, ibu harus membayar sejumlah 

nafkah kepada ayah agar kebutuhan anak tetap terpenuhi. Pada prinsipnya, 

Islam menempatkan kepentingan dan hak-hak anak sebagai prioritas dalam 

pemenuhan nafkah hadhanah. Baik sebelum maupun sesudah perceraian, 

kewajiban pemenuhan nafkah hadhanah anak tetap berlaku, meskipun 

telah terjadinya perceraian. 

Peneliti menganalisis Putusan dari pengadilan Agama Makassar 

dengan Nomor Putusan: 893/PDT.G/2020/PA.MKS tertanggal 23 

September 2020 selanjutnya disebut Putusan Nomor: 

893/PDT.G/2020/PA.MKS yang dimana gugatan penggugat terkait 

pemenuhan nafkah Hadhanah anak hanya dikabulkan sebagian dan 

sebagiannya lagi dibebankan ke penggugat, yang dimana seharusnya 

Bapak dimana dalam hal ini sebagai tergugat yang seharusnya memiliki 

tanggung jawab atas segala biaya pendidikan dan pemeliharaan. Hal ini 

sendiri menjadi perhatian peneliti dan melatarbelakangi untuk mengangkat 

Judul mengenai “Tinjauan Hukum Islam Pemenuhan Nafkah Hadhanah 

Anak Sesudah Perceraian (Studi Putusan Nomor 

893/Pdt.G/2020/PA.Mks)”. 
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B. RumusanaMasaIah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaaimana kedudukan orang tua dalam pemenuhan nafkah 

hadhanah pasca perceraian dalam Hukum Islam? 

2. Apakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian nafkah 

hadhanah anak telah sesuai dengan ketentuan Hukum lsIam? 

C. Tujuan PeneIitian 

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini 

antara lain sebgai beriku: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

kedudukan orang tua yang telah bercerai dalam pemenuhan nafkah 

Hadhanah Anak; 

2. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan Hakim dan 

ketentua Hukum Islam dalam memutuskan Pemenuhan Nafkah 

Hadhanah Anak 

D. Kegunaan PeneIitian 

PenuIisan skripsi ini diharapkan dapat berguna baik secara segi 

teoritis dan secara segi praktis, yaitu sebagai berikut:  

1. Kegunaan Teoritis  

a. Penilitian ini diharapkan dapat menjelaskan terkait tinjauan 

Hukum Islam terhadap fenomena-fenomena peristiwa masalah 
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pemenuhan nafkah orang tua kepada anak yang terjadi di 

masyarakat  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran 

untuk dapat mengetahui tanggung jawab dan kedudukan orang 

tua dalam menafkahi anak berdasarkan Hukum Islam. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil peneIitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, acuan, 

dan landasan alternatif dalam permasalahan pemenuhan nafkah 

Hadhanah anak oleh orang tua menurut disiplin Ilmu Hukum Islam. 

E. Keaslian Penelitian 

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan 

permasalahan yang berkaitan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan 

repository online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil 

bahwa terdapat beberapa penelitian yang berhubungan erat dengan 

penelitian ini, 

Nama Penulis : Rona Parjolo 

Judul Tulisan : Implemetasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak 

Pasca Perceraian (Studi Kasus : Perkara 

No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT) 

Kategori : Skripsi 

Tahun : 2021 

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau 
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Uraian  Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian 

Isu dan Permasalahan : Membahas terkait 

tergugat (ayah) yang 

memiliki kemampuan 

untuk memberikan 

nafkah tapi tidak 

menunaikan 

kewajibannya dalam 

pemenuhan nafkah 

anak. 

Membahas terkait 

kewajiban orang tua 

dalam pemenuhan 

nafkah Hadhanah 

anak pada saat 

sesudah perceraian 

Metode Penelitian : Hukum Sosiologis 

(empiris) atau 

Observasi (observation 

research)  

Penelitian Hukum 

Normatif 

Hasil dan 

Pembahasan 

: Hasil dari penelitian ini 

adalah Akibat hukum 

bagi mantan suami 

yang tidak dapat 

melaksanakan 

kewajibannya dalam 

pemeliharaan anak 

pasca perceraian dapat 

dilakukan pemanggilan 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa Kedudukan 

orang tua yang telah 

bercerai dalam 

pemenuhan nafkah 

hadhanah anak masih 

memegang prinsip 

yang serupa dengan 
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mantan suami, Upaya 

paksa pengadilan 

terhadap mantan 

suami agar 

memberikan nafkah 

untuk anaknya, isteri 

meminta untuk 

dilakukannya eksekusi. 

orang tua yang masih 

menikah terutama 

bagi ayah sebagai 

kepala keluarga. 

Dalam penelitian ini 

juga memperlihatkan 

Pertimbangan hukum 

Hakim dalam Putusan 

PA Makassar telah 

berdasarkan pada 

Pasal 41 huruf (b) 

Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

Namun dalam hal ini 

Hakim tidak 

mempertimbangkan 

ketentuan Hukum 

Pasal 156 huruf (d) 

KHI, serta pendapat 

beberapa ulama yang 

berpendapat bahwa 

nafkah anak tetap 

dibebankan kepada 
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ayah walaupan kedua 

orang tua telah 

bercerai. 

 

 

Nama Penulis : Dewi Fitriyana 

Judul Tulisan : Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca 

Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi 

Hukum Islam 

Kategori : Skripsi 

Tahun : 2016 

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang 

 

Uraian  Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian 

Isu dan Permasalahan : Membahas terkait 

ketidampuan Ibu 

sebagai pemegang 

hak asuh anak untuk 

memenuhi 

kewajibannya dan 

ayah yang lalai dalam 

Membahas terkait 

kewajiban orang tua 

dalam pemenuhan 

nafkah Hadhanah 

anak pada saat 

sesudah perceraian 
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pemenuhan nafkah 

Hadhanah anak 

Metode Penelitian : Hukum Empiris atau 

Penelitian Lapangan 

Penelitian Hukum 

Normatif 

Hasil dan 

Pembahasan 

: Hasil dari penelitian ini 

adalah pemenuhan hak 

anak dalam Hadhanah 

pasca perceraian 

dalam KHI dan UU No. 

35 tahun 2014 tidak 

ada konfIik of norm, 

keduanya saling 

melengkapi. Tetapi, 

dalam tataran 

implementasinya 

belum sepenuhnya 

dapat terlindungi.  

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa Kedudukan 

orang tua yang telah 

bercerai dalam 

pemenuhan nafkah 

hadhanah anak masih 

memegang prinsip 

yang serupa dengan 

orang tua yang masih 

menikah terutama 

bagi ayah sebagai 

kepala keluarga. 

Dalam penelitian ini 

juga memperlihatkan 

Pertimbangan hukum 

Hakim dalam Putusan 

PA Makassar telah 

berdasar pada Pasal 
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41 huruf (b) Undang-

undang Nomor 1 

Tahun 1974. Namun 

dalam hal ini Hakim 

tidak 

mempertimbangkan 

ketentuan Hukum 

Pasal 156 huruf (d) 

KHI, serta pendapat 

beberapa ulama yang 

berpendapat bahwa 

nafkah anak tetap 

dibebankan kepada 

ayah walaupan kedua 

orang tua telah 

bercerai. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kedudukan Orang Tua Dalam Memberikan Nafkah 

Tanggung jawab seorang laki-laki yang sudah menikah dalam 

memberikan nafkah kepada anak-anak dan juga istrinya secara baik dan 

wajar, diatur dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233.5 Tanggung jawab 

ayah untuk menyediakan nafkah bagi seluruh anaknya mempunyai 

beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:6 

a. Anak-Anak yang memerlukan bantuan/fakir  dan tidak mampu untuk 

bekerja mencakup anak-anak yang masih dianggap belum mampu 

bekerja dikarenakan masih usia anak-anak atau bukan anak-anak lagi, 

tapi belum memiliki pekerjaan, termasuk juga kalau anak tersebut 

adalah seorang perempuan;7 

b. Seorang ayah yang mempunyai kekayaan dan mampu untuk 

memberikan nafkah melalui pekerjaan yang mempunyai pendapatan 

maupun dari aset yang dimilikinya yang dijadikan penopang 

kehidupannya.8 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jika 

seorang anak yang membutuhkan bantuan (fakir) telah memiliki 

 
5 Nandang Fathurrahman, 2022, Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam 
dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung, Volume 3 Nomor 2, hlm. 197. 
6 Masrukhin dan Meliana Damayanti, 2020, Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah 
Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama 
Karesidenan Surakarta), Jurnal Al-Ahkam, IAIN Surakarta, Volume 5 Nomor 1, hlm. 28. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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kemampuan untuk bekerja dan tidak memiliki hambatan apapun, maka 

tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah tidak lagi berlaku.9 Namun, 

jika anak itu sudah memiliki kemampuan untuk bekerja tapi tidak bisa 

melakukannya dikarenakan kelemahan atau sakit lainnya, ayahnya yang 

masih berkewajiban menafkahi anaknya.10 

Mengenai jumlah nafkah yang diberi oleh orang tua terhadap anaknya, 

banyak dalil yang membahas terkait pemberian nafkah ini, tidak ada yang 

menyebutkan jumlah spesifik. Jumlah nafkah yang diberikan bisa berapa 

pun, asalkan cukup untuk menanggung semua biaya perawatan anak, 

sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. 

Bagii anak perempuan, ayah memiliki kewajiban untuk menyediakan 

nafkah sampai anak tersebut menikah. Setelah menikah, tanggung jawab 

nafkah beralih kepada suaminya.11 Namun, jika suaminya meninggal dan 

warisan yang diterima tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari, 

ayahnya yang kembali bertanggungjawab untuk menafkahi seperti saat 

anaknya tidak menikah.12 

Mengenai tanggung jawab seorang ayah dalam memberikan nafkah 

untuk anak-anaknya, hal ini diatur juga pada Pasal 104 ayat (1) KHI. 

Peraturan itu menyatakan bahwa seluruh biaya untuk menyusui anak 

merupakan tanggung jawab ayah.13 Jika ayahnya telah meninggal, maka 

 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ahmad Azhar Basyir, 2007, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, hlm. 110. 
12 Ibid. 
13 Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 
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biaya tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang berkewajiban memberi 

nafkah kepada ayah ataupun walinya.14 

Jika perceraian telah terjadi, ayah tetap memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun sudah tidak 

bersama dengan mantan istrinya.15 Pemberian nafkah ini tetap menjadi 

kewajiban ayah karena dana tersebut digunakan untuk membiayai 

kebutuhan perawatan anak, seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan, 

serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan.16 

Pasal 148 dari Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa ketika 

terjadi perceraian akibat talak, mantan suami tetap berkewajiban untuk 

memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya sampai mereka 

mencapai usia 21 tahun atau sampai anak-anak tersebut mampu mandiri.17 

Seorang anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi oleh kedua 

orang tuanya. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak ini, 

termasuk merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai 

kebutuhan anak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-

Undang Perlindungan Anak, yang menguraikan tanggung jawab orang tua 

terhadap anak. 

Berkaitan dengan pendidikan, penafkahan, dan pemeliharaan anak 

suatu kewajiban dari suami dan istri secara kolektif. Oleh karena kedudukan 

 
14 Ibid. 
15 Harvin dan Liza Priandhini, 2021, Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah 
Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Kertha Semaya, 
Universitas Udayana, Volume 9 Nomor 12, hlm. 2469. 
16 Ibid. 
17 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit, hlm. 381-382. 
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anak sangat penting untuk individu, keluarga, masyarakat, negara, dan 

bangsa maka UU sudah menentukan hak anak salah satunya adalah 

Hadhanah yang merupakan kewajiban kedua orang tua. 

B. Nafkah Hadhanah 

1. Pengertian Hadhanah 

Berdasarkan etimologi, “hadhanah” (al-hadhanah) memiliki arti "al-

janb" mengacu pada berada disamping atau berada dibawah ketiak, istilah 

ini juga dapat diartikan sebagai meletakkan sesutu dekat dengan tulang 

rusuk seperti meletekkan, atau menggendong sesuatu dipangkuannya.18 

Memiliki arti adalah mendidik dan merawat anak yang belum mumayyiz 

atau yang tidak mampu bertindak secara hukum, atau orang dewasa yang 

tidak memiliki kecerdasannya (akalnya), dikarenakan mereka tidak dapat 

memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri.19 

Berdasarkan terminologi, zahabi mengatakan hadhanah ialah 

perawatan anak kecil untuk memperbaiki dan mendidik kepribadiannya oleh 

orang yang berhak mendidiknya pada usia yang telah ditentukan ketika 

anak tersebut belum mampu melakukannya sendiri.20 Persoalan hadhanah 

ini sering kali muncul karena adanya perceraian atau kematian, dimana 

anak belum cukup dewasa dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri, 

 
18 Burhanuddin A. Gani dan Aja Mughnia, 2021, Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab 
Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 
314/Pdt G/2017/MS Bna., Jurnal El-Hadhanah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda 
Aceh, Volume 1 Nomor 1, hlm 46. 
19 Sayyid Sabiq, 1984, Fiqih Munakahat, Al-Ma’ruf, Bandung, hlm 237. 
20 Ibid. 
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sehingga diperlukan orang yang mampu bertanggung jawab untuk 

mendidik dan merawat anaknya tersebut.21 

Ulama-ulama yang bermazhab fiqih memberikan pengertian 

hadhanah sebagai tindakan memelihara dan merawat anak yang masih 

kecil, anak perempuan maupun laki-laki, baik itu sudah besar tetapi belum 

mampu merawat diri mereka sendiri. Pemeliharaan ini mencakup 

perlindungan dari hal-hal yang dapat menyakiti atau merusak mereka.22 

Sayid Sabiq juga mengartikan hadhanah sebagai pemeliharaan anak-anak 

kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah besar namun 

belum mumayyiz, tanpa dipengaruhi oleh kehendak siapa pun. 

Pemeliharaan ini meliputi perlindungan dari bahaya, serta pendidikan 

jasmani dan rohani agar anak mampu mandiri dalam menghadapi 

kehidupan dan bertanggung jawab atas dirinya.23 

Berdasarkan definisi hadhanah yang telah dikemukakan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa hadhanah mencakup aspek beberapa aspek, 

antara lain: 

1. Pendidikan 

2. Tercukupnya kebutuhan 

3. Usia tertentu. 

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan, hadhanah dapat 

diartikan sebagai upaya untuk memberikan bekal kepada anak, baik 

 
21 Kamal Muchtar, 1974, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, 
Jakarta, hlm. 95. 
22 Masykur A.B., 2007, Fiqih Lima Madzhab, Lentera, Jakarta, hlm. 400. 
23 Hakim dan Rahmat, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 224. 
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dari segi materi, mental, spiritual, fisik, sehingga anak mampu mandiri 

untuk menghadapi kehidupannya sekarang dan masa depan saat telah 

dewasa. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, definisi khusus mengenai 

pemeliharaan anak (hadhanah) tidak atur dalam undang-undang 

tersebut, namun undang-undang tersebut hanya menyebutkan 

kewajiban orang tua untuk merawat anak mereka. 

Tanggung jawab ekonomi ada di tangan suami sebagai pemimpin 

keluarga, meskipun istri juga bisa membantu dalam memenuhi 

kewajiban ekonomi tersebut. Oleh karena itu, yang paling penting 

adalah adanya kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri 

dalam merawat anak dan mendidiknya hingga dewasa. Para ulama 

menyatakan bahwa merawat anak adalah kewajiban, sama seperti 

kewajiban merawatnya pada saat masih adanya ikatan perkawinan.24 

2. Dasar Hukum Hadhanah 

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak 

yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan 

pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak 

sampai membahayakan. Selain itu juga harus tetap diberi nafkah dan 

diselamatkan dari segala hal dapat merusaknya. Untuk segala biaya 

pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab dari 

ayahnya dan hak untuk memelihara ada ditangan ibunya. Dasar hukum 

 
24 H. Al-Hamdani, 2002, Risalah Nikah, Pustaka Amini, Jakarta, hlm. 321-322. 
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ini disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-Tahrim ayat 6, yang artinya 

berbunyi:  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu.......”. 

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah kewajiban 

memelihara keluarga, keluarga disini adalah anak dan istri, perintah 

untuk mendidik merka agar selalu taat Kepada Allah dan Rasul-Nya 

serta memperingatkan mereka agar jangan meninggal perintah-

perintahnya. 

Mengacu pada ayat ini, para orang tua diperintahkan oleh Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala untuk melindungi keluarga mereka dari api 

neraka. Orang tua diwajibkan untuk berusaha agar seluruh anggota 

keluarga mereka mematuhi perintah-perintah Allah dan menghindari 

larangan-larangan-Nya. Dalam konteks ayat ini, yang dimaksud dengan 

keluarga adalah anak-anak.25 

Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya berbunyi:  

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban 
ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara 
yang ma’ruf”. 
 
Maksud dari ayat diatas menganjurkan kepada kedua orang tua 

untuk merawat dan memperhatikan anak-anaknya. Adapun istri yang 

 
25 A. Tihami dan Sohami Sahrani, 2010, Fiqih Munakahat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 215-216. 
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bertugas untuk menyusui, mendidik, dan merawat anaknya, serta 

adapun ayah yang bertugas untuk memenuhi segala kebutuhan dari 

istri dan juga anak-anaknya.  

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab 

mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil 

kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah), 

nabi menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai 

dengan sabdanya yang berarti: 

Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan 
bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah 
perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi 
minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang 
bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya 
dariku”, lalu rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau 
yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau 
belum menikah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan 
dia mensahihkannya.26 

Kandungan dari hadist di atas adalah apabila terjadi perceraian 

antara suami istri dan meninggalkan anak, selama ibunya belum 

menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu 

lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya. 

3. Macam-Macam Hadhanah 

Pemeliharaan anak (hadhanah) dimaknai sebagai suatu keharusan 

dan kebutuhan untuk kebaikan anak itu sendiri, sehingga walaupun 

 
26 Sayyid, Sabiq., Fiqih Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk, hlm. 238 
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kedua orang tua memiliki ikatan atau sudah bercerai sekalipun, seorang 

anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.  

1.  Hadhanah pada Masa Perkawinan 

Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Pasal 45-47 dengan rincian sebagai berikut:27 

a. Pasal 45 : 

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang di maksud 
dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 
berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan 
antara kedua orang tua putus.” 
 

b. Pasal 46 : 

“(1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak 
mereka dengan baik. (2) Jika anak telah dewasa wajib memelihara 
menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus 
keatas, bila mereka memerlukan bantuannya.” 
 

c.  Pasal 47 : 

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, 
selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua 
mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di 
luar pengadilan.” 
 

Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa kekuasaan salah satu kedua 

orang tuanya dicabut dari anaknya atas permintaan orang tua lain, 

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung Orang 

 
27 Pasal 45-47, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Kewajiban Antara 
Orang Tua dan Anak. 
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dewasa atau pejabat berwenang, meskipun dengan keputusan 

pengadilan yang telah dicabut, tetap memiliki kewajiban.28 

Adapun dalam Pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwa orang tua masih 

berkewajiban atas biaya pemeliharaan anak tersebut karena orang tua 

mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan kebendaan. Selain 

itu, Pasal 106 KHI memuat aturan bahwa orang tua memiliki kewajiban 

untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa 

atau di bawah pengampuan dan orang tua juga bertanggung jawab atas 

kerugian yang ditimbulkan, baik itu diakibatkan oleh adanya kelalaian 

ataupun kesalahan dalam kewajiban.29 

Pada Pasal 98 KHI yang mengatur tentang Pemeliharaan Anak 

disebutkan bahwa: 

a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 
tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan.  

b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 
hukum di dalam dan di luar pengadilan.  

c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat 
yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang 
tuanya tidak mampu.30 

Selain itu, Pasal 99 KHI juga mengatur terkait dengan Anak yang 

Sah, antara lain: 

a. Anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah. 
b. Hasil dari perbuatan suami isteri yang sah diluar Rahim dan di 

lahirkan oleh isteri tersebut.31 

 
28 Rahmad Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 242-
243. 
29 Abdul Rahmad Ghazaly, 2003, Fiqih Munakahat, Kencana, Bogor, hlm. 189-190. 
30 Pasal 98, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
31 Ibid, hlm. 99. 
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2. Hadhanah saat Masa Percraian 

Pengambilan keputusan tentang hak asuh anak tidak terhalang 

oleh perceraian, seperti yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan 

bahwa anak tetap memiliki hak untuk pengasuhan dari kedua orang 

tuanya, meskipun terjadi perceraian:  

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-
anaknya. Semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana 
ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan 
memberi keputusannya.  

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan 
pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat 
memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan 
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.32 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban 
bagi bekas istri.33 

Kemudian, Pasal 104 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Menjelaskan 

bahwa:  

a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada 
ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya 
penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi 
nafkah kepada ayahnya atau walinya. 

b. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat 
dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan 
persetujuan ayah dan ibunya.34 

4. Masa Hadhanah 

Berkaitan dengan waktu dan masa hadhanah, dalam Al-Qur’an 

tidak memberikan penjelasan tentang masa hadhanah secara jelas, 

 
32 Ibid, hlm. 241. 
33 Abdul Rohman Ghazali, Op. Cit., hlm. 189. 
34 Pasal 104, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
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sehingga para ulama harus berijtihad sendiri-sendiri berdasarkan 

isyarat yang terdapat dalam Al-Qur’an. Imam Hanafi berpendapat, 

masa atau waktu hadhanah seorang anak laki-laki selesai ketika ia tidak 

memerlukan lagi perlindungan dan dapat memenuhi kebutuhannya 

sendiri, seperti makan, minum, dan pakaian. Untuk anak perempuan, 

masa hadhanah berakhir ketika mereka mencapai baligh atau telah 

mengalami haid pertama. Sementara itu, beberapa generasi akhir 

berpendapat bahwa masa hadhanah berakhir pada usia 19 tahun bagi 

anak laki-laki dan usia 11 tahun bagi anak perempuan. 

Kemudian pendapat dari Imam Syafi'i, masa pemeliharaan anak 

atau hadhanah berakhir ketika seorang anak telah mencapai usia 5 

tahun dan 6 tahun, pada saat yang sama dengan ketentuan Rasulullah 

SAW yang berbunyi bahwa seorang anak telah mencapai masa 

mumayyiz:  

“Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak 

(anak yang belum mumayyiz) perempuan di tetapkan antara ibu 

bapaknya.” 35 

Selanjutnya, pasal 156 KHI juga mengatur beberapa hal lain, 

antara lain:  

1. Seorang anak yang belum mumayyiz berhak memperoleh hadhanah 

dari ibunya, kecuali ketika ibunya telah meninggal dunia, maka 

kedudukannya digantikan oleh:  

 
35 Masykur A.B., Loc. Cit. 
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a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu  

b. Ayah  

c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah  

d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan  

e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu 

f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak 

2. Anak yang telah mumayyiz mempunyai hak untuk memilih hadhanah 

baik itu dari ayah atau ibu. 

3. Jika pemegang hadhanah tidak dapat memastikan keselamatan fisik 

dan spiritual anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak 

hadhanah ke kerabat lain yang juga memiliki hak hadhanah. 

4. Segala biaya nafkah dan hadhanah anak merupakan tanggung jawab 

bapak menurut kemampuannya, sekurangnya sampai anaknya dewasa  

dan dapat mengurus dirinya secara mandiri (21 tahun). 

5. Bila terjadi perselisihan tentang nafkah anak dan hadhanah, maka 

Pengadilan Agama akan memberikan keputusannya berdasarkan 

ketentuan huruf a, b, dan d. 

6. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kemampuan ayah dalam 

menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memelihara dan 

mendidik anak-anak yang tidak tinggal bersamanya. 36 

Seorang ayah memiliki kewajiban untuk membiayai anaknya 

hingga anak mencapai usia dewasa, yang dianggap sebagai 21 tahun 

 
36 Pasal 156, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilaso Hukum Islam 
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menurut Negara dan Kompilasi Hukum Islam. Jika anak tersebut 

memiliki fisik sehat dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa 

anak tersebut telah mampu bekerja sendiri, maka tidak wajib 

memberikan nafkah. Namun, terdapat pula pendapat yang berbeda 

bahwa kewajiban menafkahi tetap ada pada ayah. Dalam kasus anak 

yang miskin, kewajiban membiayai hidup anak tersebut tetap berada 

pada ayahnya. 37 

5. Batasan Waktu Hadhanah 

Berdasarkan prakteknya, hadhanah dibagi jadi 2 (dua) period, 

yakni sebelum masa mumayyiz dan pada saat mumayyiz. Pembgian 

period tersebut berkaitan dengan para pihak-pihak yang memiliki 

haknya untuk memperoleh hak hadhanah.  

1. Periode Sebelum Mumayyiz 

Dalam periode awal kehidupan, seorang anak tidak dapat 

membedakan antara hal yang bermanfaat dan yang tidak.38 Oleh 

karena itu, ibu biasanya dipilih menjadi pihak yang dirasa lebih 

berhak untuk mendapatkan hak asuh anaknya karena ibu lebih 

memahami kebutuhan anak dan lebih mampu menunjukkan kasih 

sayang. Namun, jika ibu menikah dengan seseorang yang tidak 

memiliki hubungan kekerabatan dengan anak, hak asuh tersebut 

akan hilang dan dialihkan kepada ayah anak. 

 
37 Sayyid Sabiq, 1980, Fiqih Sunnah, Al-Ma’rif, Bandung, hlm. 80-81. 
38 Satria Efendi, 2005, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Perdana Media, 
Jakarta, hlm. 170. 
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2. Periode Mumayyiz 

Periode ini dimulai sejak umur tujuh tahun hingga menjelang 

baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana 

telah mampu membedakan antara yang buruk dan yang 

bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, seorang anak sudah dianggap 

dapat menentukan pilihannya sendiri untuk ikut ayah atau ibunya. 

Namun Kementerian Kehakiman pada waktu itu berpendapat 

bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi 

hakim untuk menetapkan kepentingan anak sampai usia 11 

tahun. 39 

6. Urutan Orang-Orang yang Berhak dalam Hadhanah 

Jika dalam proses penentuan pihak yang mendapatkan hak asuh 

antara ayah dan ibu terjadi kecacatan, maka hak asuh anak tersebut 

akan jatuh pada kerabat-kerabat ibu dan ayahnya. Urutan orang-orang 

yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut adalah sebagai berikut: 40 

1) Dari pihak perempuan 

a. Ibu kandung anak  

b. Nenek (pihak ibu dan ayah)  

c. Saudara kandung anak  

d. Saudara seibu  

 
39 Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, Fiqih Munakahat 2, Sinar Baru, Bandung, hlm. 184. 
40 Syaikh Hasan Ayyub, 2008, Fiqih Keluarga, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 454-456. 
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e. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung atau 

seayah  

f. Saudara perempuan ibu yang sekandung atau seibu 

dengannya  

g. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah  

h. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seibu atau 

seayah  

i. Bibi sekandung, seibu seayah dengan ayah  

j. Bibinya ibu dari pihak ibunya atau ayahnya  

k. Bibinya ayah dari pihak ayahnya atau ibunya 

2) Dari pihak laki-laki 

1. Ayah kandung anak  

2. Kakek dari pihak ayah  

3. Saudara laki-laki sekandung atau seayah  

4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah  

5. Paman yang sekandung dengan ayah  

6. Paman yang seayah dengan ayah  

7. Pamannya ayah yang sekandung  

8. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah 

7. Hikmah Hadhanah 

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah dari hak memelihara anak 

terbagi menjadi dua, yaitu: 
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1. Peran pria dalam hal penghidupan dan kehidupan bermasyarakat 

tidak sama dengan peran wanita. Seorang ibu dirasa lebih memiliki 

rasa perhatian terhadap anaknya dianggap lebih sesuai dan tepat, 

karena merawat anak merupakan suatu hal istimewa yang dimiliki 

oleh seorang ibu. 

2. Seorang Ibu menunjukkan kasih sayang yang lebih mendalam 

kepada anaknya dibandingkan dengan kasih sayang yang diberikan 

oleh seorang ayah, dan perhatian serta perasaan seorang ibu lebih 

banyak dicurahkan untuk anaknya. 

8. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan 

Putusan 

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam 

membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan 

intelektual, juga memiliki moralitas dan integritas yang tinggi sehingga 

dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan 

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutus 

suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang 

dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah 

hukum yang ada. Seorang hakim diharapkan dapat memberikan 

pertimbangan tentang benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan 

kepadanya dan kemudian mampu untuk memberikan atau menentukan 

hukumnya.  
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Dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga 

tindakan secara bertahap yaitu:41 

1. Merumuskan permasalahan, merumuskan sengketa merupakan dalil 

yang saling bertentangan antara para pihak, dengan kata lain terjadi 

perbedaan antara fakta subjektif (dalil) Penggugat dan fakta objektif 

(dalil) Tergugat. Pokok sengketa dapat ditentukan setelah proses 

jawab menjawab dan harus disepakati terlebih dahulu oleh sebelum 

menentukan langkah hukum selanjutnya. 

2. Mengkonstatir, yaitu melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang 

sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan gugatan yang diajukan 

penggugat yang kemudian peristiwa itu dibuktikan dan menghasilkan 

peristiwa konkrit atau biasa disebut fakta subjektif hakim. 

3. Mengkualifisir, yaitu menilai bahwa peristiwa konkrit itu benar-benar 

terjadi dan dapat dijadikan peristiwa hukum dan memisahkan fakta 

objektif yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak. 

4. Mengkonstituir, yaitu setelah terjadinya peristiwa hukum, kemudian 

hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukumannya atau 

memberikan hak-haknya kepada yang berhak. 

  

 
41 Zulkarnain, “Manajemen Pembuatan Putusan” 
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/manajemenpembuatanputu
san-oleh-dr-h-zulkarnain-s-h-m-h-23-1 (diakses pada tanggal 15 Desember 2023, pukul 
19.50) 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/manajemenpembuatanputusan-oleh-dr-h-zulkarnain-s-h-m-h-23-1
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/manajemenpembuatanputusan-oleh-dr-h-zulkarnain-s-h-m-h-23-1

